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‎Peran Inspeksi, Pendelegasian Wewenang, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah 
Desa di Kecamatan Beji

‎‎Ayudya Wahyu Kinanti1, Akhmad Mulyadi 2

‎Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial

‎Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

‎ayudyawahyukinanti@gmail.comakhmadmulyadi@umsida.ac.id

‎Abstrack. ‎This study aims to analyze the influence of inspection, delegation of authority, and internal control on the financial 
performance of village governments in Beji District. This research employed a quantitative approach using primary data 
collected through questionnaires distributed to 100 village government officials selected through purposive sampling. Data were 
analyzed using SPSS through validity tests, reliability tests, and partial hypothesis testing (t-test). The results indicate that 
inspection, delegation of authority, and internal control have a significant effect on the financial performance of village 
governments in Beji District. Among these variables, inspection has the most dominant influence. These findings suggest that 
strengthening supervision, implementing appropriate delegation of authority, and establishing effective internal control systems 
can improve the quality of village financial management, thereby supporting more effective, transparent, and accountable 
financial performance.

‎Keywords - ‎Inspection, Delegation of Authority, Internal Control, Village Government Financial Performance.

‎‎Pemerintah desa merupakan penyelenggara pemerintahan di tingkat desa yang bertugas memberikan pelayanan 
kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran tersebut 
semakin diperkuat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui undang-undang 
tersebut, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan 
melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat desa. Ketentuan tersebut diatur dalam 
Pasal 18 yang menjelaskan bahwa kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan 
kewenangan tersebut, Pasal 72 ayat (1) huruf b mengatur bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari 
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada desa melalui dana desa [1]. 

‎Setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana desa melalui APBN untuk mendukung pembangunan desa. Besarnya 
dana yang diterima membuat pemerintah desa dituntut mampu mengelolanya secara optimal, transparan, dan sesuai 
aturan. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah desa menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas 
pengelolaan dana desa bagi masyarakat. Kinerja keuangan pemerintah desa menunjukkan kemampuan pemerintah 
desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan desa guna mendukung pemerintahan, pelayanan publik, 
dan pembangunan desa agar tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat [2]. Pengelolaan keuangan desa 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan berdasarkan 
prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisien, tertib, dan disiplin anggaran [3]. Dalam hal ini, inspeksi atau 
pengawasan, pendelegasian wewenang, dan pengendalian internal menjadi faktor penting untuk memastikan 
pengelolaan keuangan desa berjalan efektif dan terhindar dari penyimpangan.

‎Untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, 
diperlukan pengawasan yang efektif. Pengawasan merupakan upaya untuk memastikan setiap tahapan kegiatan 
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencegah terjadinya 
penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, evaluasi, dan pembinaan pada setiap tahapan pengelolaan 
keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban [4]. 
Melalui pengawasan yang efektif, pemerintah desa dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam 
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pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan program desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian, pengawasan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa.

‎Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan 
desa [5]. Penelitian lain menunjukkan bahwa pengawasan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan desa [6]. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap pengelolaan dana desa sehingga pengawasan yang dilakukan belum mampu meningkatkan efektivitas 
pengelolaan dana desa secara optimal [7]. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa inspeksi atau 
pengawasan masih perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa.

‎‎Selain pengawasan, pengelolaan keuangan desa juga dipengaruhi oleh pembagian tugas dan wewenang dalam 
organisasi pemerintahan desa. Pendelegasian wewenang merupakan proses pemberian sebagian tugas dan wewenang 
dari pimpinan kepada bawahan untuk dilaksanakan atas nama pemberi wewenang. Melalui pendelegasian tersebut, 
bawahan diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan sesuai dengan tanggung jawab 
yang diberikan [8]. Dalam konteks pemerintahan desa, pendelegasian wewenang tercermin dalam pembagian tugas 
pengelolaan keuangan kepada perangkat desa sesuai dengan struktur organisasi dan ketentuan yang berlaku.

‎Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendelegasian wewenang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja aparatur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang yang dilaksanakan secara tepat 
dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sehingga mendukung peningkatan kinerja aparatur dalam 
pengelolaan keuangan pemerintah [9]. Penelitian lain menunjukkan bahwa pendelegasian wewenang berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang 
yang dilakukan secara tepat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas manajerial [10]. Dalam konteks 
pemerintahan desa, pembagian wewenang yang jelas diharapkan mampu mendukung pengelolaan keuangan desa 
secara lebih efektif. Namun, penelitian lainnya menunjukkan bahwa pendelegasian wewenang belum memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja manajerial pemerintah [11]. Perbedaan hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa pengaruh pendelegasian wewenang terhadap kinerja masih belum konsisten. Oleh karena itu, 
diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji pengaruh pendelegasian wewenang terhadap kinerja keuangan 
pemerintah desa.

‎Selain pengawasan dan pendelegasian wewenang, sistem pengendalian internal juga menjadi faktor penting dalam 
pengelolaan keuangan desa. Pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan manajemen dan seluruh personel 
organisasi untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi, baik dari sisi operasional, pelaporan, 
maupun kepatuhan terhadap peraturan [12]. Sejaengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan 
prosedur untuk menjaga aset organisasi, memastikan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan menjamin 
kepatuhan terhadap kebijakan manajemen [13].

‎Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan 
pada pemerintahan desa [14]. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif 
terhadap Kinerja Keuangan [15]. Penelitian lain juga turut memengaruhi signifikan antara Pengendalian Internal 
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa [16]. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa sistem pengendalian 
internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan [17]. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa pengendalian internal masih menjadi aspek penting dalam mendukung pengelolaan dan kinerja keuangan 
pemerintah desa secara akuntabel.

‎Fenomena empiris menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di beberapa daerah masih menghadapi berbagai 
masalah serius. Seorang perangkat desa di Kabupaten Tabanan diduga mentransfer dana desa sebesar Rp850,5 juta ke 
rekening pribadinya tanpa sepengetahuan aparat desa lainnya sehingga ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi 
dana desa [18]. Selain itu, Kepala Desa Jambu bersama dua perangkat desa di Kabupaten Dompu ditahan karena dugaan 
korupsi dana desa tahun 2020–2022 [19], sedangkan tiga perangkat desa di Kabupaten Luwu juga ditetapkan sebagai 
tersangka atas penyalahgunaan dana desa sebesar Rp239,6 juta [20]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan 
dana desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pelaporan, ketidaksesuaian penggunaan 
anggaran, dan lemahnya administrasi. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal 
dapat meningkatkan risiko penyimpangan dana desa [21]. Selain itu, sistem pengendalian yang kurang optimal 
berpotensi memicu terjadinya fraud pada pemerintah desa [22].

‎Selain kasus penyalahgunaan dana desa, pemerintah juga meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes 
Merah Putih) yang didukung melalui pemanfaatan dana desa. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah desa 
menyesuaikan prioritas penggunaan anggaran untuk mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi [23]. 
Namun, sejumlah akademisi menilai bahwa pengalokasian sebagian dana desa untuk program tersebut berpotensi 
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mengurangi fleksibilitas pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. 
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan agar berbagai program 
pembangunan tetap dapat dilaksanakan secara optimal [24]. Di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwa penggunaan 
dana desa untuk mendukung program Kopdes Merah Putih merupakan bentuk realokasi anggaran, bukan pemotongan 
dana desa. Melalui kebijakan tersebut, sebagian dana desa diarahkan untuk mendukung pembentukan dan 
pengembangan Kopdes Merah Putih sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa [25]. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa pemerintah desa perlu menyesuaikan pengelolaan anggaran agar berbagai program yang menjadi 
prioritas tetap dapat dilaksanakan secara efektif. Sehingga diperlukan pengawasan, pendelegasian wewenang, dan 
pengendalian internal yang efektif agar penggunaan dana desa tetap akuntabel, transparan, dan mampu meningkatkan 
kinerja keuangan pemerintah desa. 

‎ Secara teoritis, hubungan antara inspeksi, pendelegasian wewenang, dan pengendalian internal terhadap kinerja 
keuangan desa dapat dijelaskan melalui ‎agency theory dan ‎stewardship theory . ‎Agency theory menjelaskan bahwa 
pemerintah desa sebagai agen diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai prinsipal untuk mengelola sumber daya 
publik dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakatl [26]. Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal 
berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, sehingga diperlukan pengawasan dan 
pengendalian untuk memastikan pengelolaan sumber daya publik berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
Sementara itu, ‎stewardship theory memandang bahwa seorang pengelola ‎(steward) cenderung mengutamakan 
kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi serta berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
demi mencapai tujuan organisasi [27]. Dalam konteks pemerintahan desa, teori ini menunjukkan bahwa aparatur desa 
diharapkan mampu menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan secara profesional sehingga 
pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan 
masyarakat. 

‎Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan mengingat besarnya dana publik yang dikelola pemerintah 
desa serta meningkatnya tuntutan akuntabilitas dari masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh inspeksi, pendelegasian wewenang, dan pengendalian internal terhadap kinerja keuangan 
pemerintah desa di Kecamatan Beji.

‎Kebaruan penelitian ini terletak pada dua aspek. Pertama, penelitian ini mengkaji pengaruh inspeksi, pendelegasian 
wewenang, dan pengendalian internal dalam satu model penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih 
utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa. Kedua, penelitian ini dilakukan 
pada kondisi adanya Program Koperasi Desa Merah Putih yang mendorong pemerintah desa melakukan penyesuaian 
dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris yang 
sesuai dengan kondisi tata kelola keuangan desa saat ini.

‎Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat tata kelola keuangan desa 
serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, 
pendelegasian wewenang, dan pengendalian internal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah kajian 
akademik mengenai keuangan desa, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam mewujudkan tata kelola 
pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

‎PENGEMBANGAN HIPOTESIS

‎Pengaruh Inspeksi terhadap Kinerja Pemerintah Desa

‎ Inspeksi merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan 
telah sesuai dengan rencana, ketentuan, dan standar yang berlaku. Dalam pemerintahan desa, inspeksi berperan dalam 
mengawasi pengelolaan keuangan desa agar dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Menurut ‎Agency 
Theory , hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah desa sebagai agen berpotensi menimbulkan 
konflik kepentingan serta asimetri informasi [26]. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif agar aparatur 
desa menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan aparatur 
desa terhadap regulasi, memperbaiki kualitas laporan keuangan desa, serta mengurangi risiko penyalahgunaan dana 
desa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan desa [5]. Penelitian lain menunjukkan bahwa pengawasan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan desa [6]. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, semakin efektif pelaksanaan 
inspeksi, maka semakin baik pengelolaan keuangan desa sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah 
desa. 

‎H1: Inspeksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa1



‎Pengaruh Pendelegasian Wewenang terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

‎ Pendelegasian wewenang merupakan pelimpahan sebagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pimpinan 
kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Dalam pemerintahan desa, pendelegasian wewenang 
diperlukan agar pengelolaan keuangan desa tidak terpusat pada satu pihak, melainkan dilaksanakan sesuai tugas dan 
fungsi masing-masing perangkat desa. ‎Stewardship Theory menjelaskan bahwa seorang pengelola ‎(steward) cenderung 
mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi serta berupaya melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi [27]. Dalam konteks pemerintahan desa, 
pemberian wewenang yang jelas sesuai dengan tugas dan kompetensi aparatur desa diharapkan dapat mendukung 
pelaksanaan tugas secara lebih efektif sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Penelitian 
sebelumnya menunjukkan bahwa pendelegasian wewenang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
aparatur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang yang dilaksanakan secara tepat dapat 
meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas sehingga mendukung peningkatan kinerja aparatur dalam pengelolaan 
keuangan pemerintah [9]. Penelitian lain menunjukkan bahwa pendelegasian wewenang berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang yang 
dilakukan secara tepat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas manajerial [10]. Dalam konteks pemerintahan 
desa, pembagian wewenang yang jelas diharapkan mampu mendukung pengelolaan keuangan desa secara lebih efektif. 
Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, pendelegasian wewenang yang dilaksanakan secara tepat diharapkan 
mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas aparatur desa dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, 
semakin baik penerapan pendelegasian wewenang, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa. 

‎H2: Pendelegasian Wewenang berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa 

‎Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

‎ Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa seluruh 
kegiatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif 
dan efisien. Menurut kerangka kerja COSO, pengendalian internal terdiri atas lima komponen, yaitu lingkungan 
pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan [12]. 
Dalam pemerintahan desa, penerapan sistem pengendalian internal berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan 
keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan ‎Agency Theory , pengendalian internal berfungsi sebagai 
mekanisme pengawasan yang membantu mengurangi konflik kepentingan dan potensi penyimpangan dalam 
pengelolaan keuangan desa, sehingga aparatur desa terdorong untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku [26]. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap 
Kinerja Keuangan pada pemerintahan desa [14]. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki 
pengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan [15]. Penelitian lain juga turut memengaruhi signifikan antara Pengendalian 
Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa [16]. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, semakin 
baik penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa. 

‎H3: Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

‎‎‎Inspeksi 
‎Pendelegasian Wewenang 
‎Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa
‎Pengendalian Internal
‎H1
‎H2
‎H3

‎Gambar 1. Kerangka Konseptual

‎‎‎ A. ‎Jenis Penelitian

‎Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data berupa angka yang 
kemudian dianalisis dengan teknik statistik untuk menjelaskan fenomena yang diteliti .Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih 
[28]. Dalam penelitian ini, pendekatan asosiatif digunakan untuk menganalisis pengaruh inspeksi, pendelegasian 
wewenang, dan pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji.
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‎ B. ‎Jenis dan Sumber Data

‎Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber data utama yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner 
kepada aparatur pemerintah desa di Kecamatan Beji. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
responden atau sumber pertama melalui teknik pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara, atau observasi [28].

‎Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung yang diperoleh dari dokumen, 
laporan, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui sumber yang sudah tersedia sebelumnya, seperti buku, laporan, dan jurnal penelitian [28]

‎ C. ‎Lokasi dan Waktu Penelitian

‎Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Beji karena lokasi tersebut sesuai dengan tujuan dan objek penelitian, yaitu 
aparatur pemerintah desa yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan 
dengan inspeksi, pendelegasian wewenang, pengendalian internal, dan kinerja keuangan pemerintah desa. Penelitian ini 
dilaksanakan selama satu bulan, yang meliputi tahap persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, serta 
analisis data sehingga proses penelitian dapat berjalan secara sistematis.

‎ D. ‎Populasi

‎Penentuan populasi merupakan tahap penting dalam penelitian karena berkaitan dengan kualitas data yang akan 
diperoleh. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya [28]. Dalam 
penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh aparatur desa di Kecamatan Beji, karena aparatur desa 
merupakan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan 
desa.

‎ E. ‎Sampel

‎Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Sampel adalah bagian 
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi dalam 
penelitian [28]. Oleh karena itu, sampel dipilih agar peneliti dapat memperoleh data yang mewakili populasi secara 
efektif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan 
sampel berdasarkan pertimbangan dan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan 
karena tidak seluruh anggota populasi memiliki keterkaitan langsung dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, 
sampel yang digunakan adalah aparatur pemerintah desa yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur 
keuangan, kaur perecanaan, serta BPD.

‎Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow. Rumus Lemeshow digunakan untuk 
menentukan ukuran sampel pada populasi yang tidak diketahui secara pasti atau sangat besar (infinite population) [29]. 
Rumus Lemeshow adalah sebagai berikut:

‎ n = ‎Z2 x P(1-P)

‎ d2

‎Keterangan:

‎n : Jumlah sampel

‎z : Nilai standart = 1,96

‎p : Maksimal estimasi 50% = 0,5

‎ d : ‎Alpha  (0,10) atau sampling error= 10% 

‎Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung sebagai berikut:
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‎n = (Z² · p (1 − p)) / d²

‎n = (1,96² × 0,5 (1 − 0,5)) / 0,10²

‎n = (3,8416 × 0,25) / 0,01

‎n = 0,9604 / 0,01

‎n = 96,04

‎Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Lemeshow sehingga diperoleh hasil perhitungan 
sebesar 96,04 responden. Untuk mempermudah proses pengumpulan data, jumlah tersebut kemudian dibulatkan 
menjadi 100 responden. 

‎ F. ‎Teknik Pengumpulan Data 

‎Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Kuesioner dipilih 
karena efektif untuk memperoleh data secara langsung dari responden mengenai persepsi mereka terhadap variabel 
inspeksi, pendelegasian wewenang, pengendalian internal, dan kinerja keuangan pemerintah desa.

‎Kuesioner disusun menggunakan skala Likert, yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
responden secara sistematis terhadap fenomena sosial yang diteliti [28]. Setiap pernyataan dalam kuesioner diberikan 
beberapa pilihan jawaban dengan tingkat penilaian tertentu, sehingga memudahkan proses pengolahan data secara 
kuantitatif. Melalui teknik ini, diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi sebenarnya terkait 
pengaruh inspeksi, pendelegasian wewenang, dan pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di 
Kecamatan Beji.

‎ G. ‎Definisi Operasional Variabel 

‎ Definisi operasional variabel digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel diukur dalam penelitian sehingga 
dapat diamati dan dianalisis secara kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (inspeksi, 
pendelegasian wewenang, dan pengendalian internal) serta variabel dependen (kinerja keuangan pemerintah desa).

‎Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

‎No ‎‎Variabel ‎‎Definisi ‎‎Indikator ‎‎Skala

‎1.
‎‎Kinerja Keuangan 
Pemerintah Desa 
(Y)

‎Kinerja keuangan pemerintah desa adalah 
kemampuan pemerintah desa dalam mengelola 
keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel dalam rangka mendukung 
pembangunan desa [2].

‎1. Efektivitas pengelolaan 
keuangan
‎2. Efisiensi penggunaan 
anggaran
‎3. Transparansi laporan 
keuangan
‎4. Akuntabilitas 
pertanggungjawaban
‎5. Ketepatan waktu 
pelaporan 
‎6. Kepuasan masyarakat 
terhadap bantuan/program 
desa [2], [3], [4]

‎Likert 
(1–5)

‎2. ‎‎Inspeksi (X₁)

‎Inspeksi adalah kegiatan pengawasan yang 
dilakukan untuk memastikan pengelolaan 
keuangan desa berjalan sesuai dengan aturan, 
prosedur, dan rencana yang telah ditetapkan 
[4].

‎1. Kejelasan standar 
pengawasan
‎2. Pelaksanaan pemeriksaan 
secara berkala
‎3. Evaluasi terhadap kegiatan 
keuangan desa
‎4. Tindakan korektif atas 
temuan [5],[6],[7]

‎Likert 
(1–5)



‎3.
‎‎Pendelegasian 
Wewenang (X₂)

‎Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan 
tugas dan tanggung jawab dari pimpinan 
kepada bawahan dalam struktur organisasi 
untuk mendukung efektivitas kerja [8]

‎1. Kejelasan pembagian tugas
‎2. Kesesuaian wewenang 
dengan tanggung jawab
‎3. Kompetensi aparatur desa
‎4. Tanggung jawab dalam 
pelaksanaan tugas [9], [10], 
[11]

‎Likert 
(1–5)

‎4.
‎‎Pengendalian 
Internal (X₃)

‎Pengendalian internal adalah proses yang 
dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa 
kegiatan organisasi berjalan efektif, laporan 
keuangan andal, dan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku [12].

‎1. Lingkungan pengendalian
‎2. Penilaian risiko
‎3. Aktivitas pengendalian
‎4. Informasi dan komunikasi
‎5. Pemantauan [14], [15], 
[16], [17]

‎Likert 
(1–5)

‎Sumber: Diringkas oleh penulis

‎ H. ‎Teknik Analisis Data

‎Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan bantuan aplikasi statistik (SPSS) untuk 
mengolah data kuesioner. Analisis dilakukan untuk mengetahui pengaruh inspeksi, pendelegasian wewenang, dan 
pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

‎Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

‎ 1. Uji Kualitas Data: Uji kualitas data bertujuan untuk memastikan instrumen penelitian layak digunakan melalui uji 
validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan instrumen dalam mengukur variabel 
penelitian, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen. Instrumen dinyatakan reliabel 
apabila memiliki nilai ‎Cronbach's Alpha > 0,60 [28]. 

‎2. Uji Asumsi Klasik: Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi dasar sehingga hasil 
analisis dapat memberikan estimasi yang baik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji 
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas .

‎ a) Uji Normalitas: Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi 
normal. Pengujian dilakukan menggunakan ‎One Sample Kolmogorov-Smirnov Test . Data dinyatakan berdistribusi normal 
apabila nilai Asymp. Sig. > 0,05 [30]. 

‎ b) Uji Multikolinearitas: Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi 
antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila memiliki 
nilai Tolerance > 0,10 dan ‎Variance Inflation Factor (VIF) < 10 [30]. 

‎c) Uji Heteroskedastisitas: Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians 
residual dalam model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan Scatterplot. Model regresi dinyatakan tidak mengalami 
heteroskedastisitas apabila titik-titik pada grafik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu [30].

‎3. Uji Hipotesis: Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Pengujian dilakukan menggunakan uji t (parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05) 
[28].

‎III. HASIL DAN PEMBAHASAN

‎A. Hasil Analisis

‎ a. ‎Uji Validitas

‎ Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan sudah sesuai dan mampu 
mengukur variabel penelitian dengan baik. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan menggunakan metode Pearson Correlation. Suatu instrumen 
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dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. [28]. Item yang 
memiliki ‎score total melebihi 0.195 adalah dinyatakan valid. Uji validitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

‎Tabel 2. Hasil Uji Validitas Inspeksi

‎Indikator ‎‎‎Score Total ‎‎R Tabel ‎‎Kesimpulan

‎INS1 ‎0.885 ‎‎0.195 ‎Valid

‎INS2 ‎0.860 ‎ ‎Valid

‎INS3 ‎0.801 ‎ ‎Valid

‎INS4 ‎0.825 ‎ ‎Valid

‎Sumber: Data diolah oleh SPSS

‎Tabel 3. Hasil Uji Validitas Pendelegasian Wewenang

‎Indikator ‎‎‎Score Total ‎‎R Tabel ‎‎Kesimpulan

‎PW1 ‎0.765 ‎‎0.195 ‎Valid

‎PW2 ‎0.737 ‎ ‎Valid

‎PW3 ‎0.707 ‎ ‎Valid

‎PW4 ‎0.788 ‎ ‎Valid

‎Sumber: Data diolah oleh SPSS

‎Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengendalian Internal

‎Indikator ‎‎‎Score Total ‎‎R Tabel ‎‎Kesimpulan

‎PI1 ‎0.779 ‎‎‎0.195 ‎Valid

‎PI2 ‎0.787 ‎ ‎Valid

‎PI3 ‎0.715 ‎ ‎Valid

‎PI4 ‎0.842 ‎ ‎Valid

‎PI5 ‎0.777 ‎ ‎Valid

‎Sumber: Data diolah oleh SPSS

‎Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

‎Indikator ‎‎‎Score Total ‎‎R Tabel ‎‎Kesimpulan

‎KKPD1 ‎0.803 ‎‎‎‎0.195 ‎Valid

‎KKPD2 ‎0.838 ‎ ‎Valid

‎KKPD3 ‎0.610 ‎ ‎Valid

‎KKPD4 ‎0.755 ‎ ‎Valid

‎KKPD5 ‎0.497 ‎ ‎Valid
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‎KKPD6 ‎0.759 ‎ ‎Valid

‎Sumber: Data diolah oleh SPSS

‎ Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tabel total ‎score memiliki nilai ‎skore total pearsons correlation R hitung > R abel 
(0.195) maka tiap instrumen pernyataan dinyatakan valid. 

‎‎ b. ‎Uji Reabilitas

‎ Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian dapat menghasilkan jawaban yang konsisten 
dari responden. Artinya, apabila kuesioner digunakan kembali dalam kondisi yang sama, maka hasil yang diperoleh akan 
tetap stabil dan tidak jauh berbeda. Reliabilitas digunakan untuk melihat konsistensi hasil pengukuran suatu instrumen 
penelitian [28].Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai ‎cronbach’s alpha> 0.60 Nummaly. Uji validitas pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

‎Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas

‎Variabel ‎‎‎Cronbach’s Alpha ‎‎Kesimpulan

‎Inspeksi (X1) ‎0.863 ‎‎Reliable

‎Pendelegasian Wewenang (X2) ‎0.732 ‎‎Reliable

‎Pengendalian Internal (X3) ‎0.832 ‎‎Reliable

‎Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y) ‎0.796 ‎‎Reliable

‎Sumber: Data diolah oleh SPSS

‎ Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ‎Cronbach’s Alpha lebih dari 0.60 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 
tersebut reliable. 

‎‎ c. ‎Uji Asumsi Klasik

‎ a) ‎Uji Normalitas

‎ Uji normalitas digunakan untuk menguji variabel dependen dan independen dalam model regresi apakah sudah 
terdistribusi dengan normal. Dalam hal ini peneliti melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji ‎kolmogrov-Smirnov 
, dengan hasil pengujian sebagai berikut: 

‎Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

‎One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

‎‎Unstandardized Residual

‎N ‎100

‎Normal Parametersa,b ‎‎Mean ‎.0000000

‎‎Std. Deviation ‎2.15476214

‎Most Extreme Differences ‎‎Absolute ‎.062

‎‎Positive ‎.040

‎‎Negative ‎-.062

‎Test Statistic ‎.062

‎Asymp. Sig. (2-tailed)c ‎.200d



‎ Sumber: Data diolah oleh SPSS 

‎ Nilai residual dapat dikatakan normal apabila nilai ‎Asymp Sig> 0.05. Berdasarkan hasil diatas, dapat diketahui bahwa 
nilai ‎Asymp Sig sebesar 0.200. Yang berarti nilai tersebut lebih dari 0,05 sehingga mempunyai distribusi data yang normal. 

‎‎ b) ‎Uji Multikolinearitas

‎Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menentukan apakah terdapat hubungan antar variabel independen. 
Multikolinearitas akan ditemukan jika terjadi dua atau lebih variabel independen memiliki hubungan korelasi tinggi, yang 
dapat mengganggu kestabilan koefisien dalam regresi serta interpretasi hasil menjadi bias [30]. Hasil pengujian 
ditunjukkan oleh tabel berikut :

‎Tabel 8.‎Hasil‎Uji Multikolinearitas

‎Coefficientsa

‎Model ‎Unstandardized Coefficients ‎Standardized Coefficients ‎Collinearity Statistics

‎B ‎Std. Error ‎Beta ‎Tolerance ‎VIF

‎1 ‎(Constant) ‎15.558 ‎2.615 ‎ ‎ ‎

‎INS_X1 ‎.483 ‎.158 ‎.382 ‎.496 ‎2.015

‎PW_X2 ‎.401 ‎.171 ‎.262 ‎.612 ‎1.633

‎PI_X3 ‎.221 ‎.102 ‎.223 ‎.719 ‎1.391

‎ a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Desa 

‎ Sumber: Data diolah oleh SPSS

‎Hasil uji multikolinearitas dapat ditentukan jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi 
multikolinearitas [73]. Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai tolerance Inspeksi (X1) sebesar 0.496 
Pendelegasian Wewenang (X2) sebesar 0.612 dan Pengendalian Internal (X3) sebesar 0.719 yang berarti seluruhnya 
memiliki nilai tolerance >0.10. Selain itu nilai VIF Inspeksi (X1) sebesar 2.015 Pendelegasian Wewenang (X2) sebesar 1.633 
dan Pengendalian Internal (X3) sebesar 1.391 yang berarti seluruhnya memiliki nialai VIF <10. Berdasarkan hasil tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini.

‎‎ c) ‎Uji Heteroskedastisitas

‎Hasil dari uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan oleh gambar berikut :

‎Tabel 9.‎Hasil‎Uji Multikolinearitas

‎ Sumber: Data diolah oleh SPSS

‎Berdasarkan hasil uji heterosktedastisitas tersebut, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak 
membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

‎‎ d. ‎Uji Hipotesis
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‎Dengan menggunakan uji secara parsial atau uji t pada penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebenaran hipotesis 
hasil uji t secara parsial diuraikan yaitu:

‎Tabel 10.‎Uji Hipotesis

‎Coefficientsa

‎Model ‎Unstandardized Coefficients ‎Standardized Coefficients ‎T ‎Sig.

‎B ‎Std. Error ‎Beta ‎ ‎

‎1 ‎(Constant) ‎15.558 ‎2.615 ‎ ‎5.949 ‎<.001

‎INS_X1 ‎.483 ‎.158 ‎.382 ‎3.065 ‎.003

‎PW_X2 ‎.401 ‎.171 ‎.262 ‎2.338 ‎.021

‎PI_X3 ‎.221 ‎.102 ‎.223 ‎2.155 ‎.034

‎ Sumber: Data diolah oleh SPSS

‎‎ a) ‎Pengujian Inspeksi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

‎Berdasarkan hasil uji t parsial, variabel inspeksi memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai tersebut lebih kecil dari 
tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05 (0,003 < 0,05). Dengan demikian Ha diterima dan H0 ditolak. Hasil ini 
menunjukkan bahwa inspeksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Oleh 
karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa inspeksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah 
desa di Kecamatan Beji dapat diterima.

‎ b) ‎Pengujian Pendelegasian Wewenang Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

‎Berdasarkan hasil uji t parsial, variabel pendelegasian wewenang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,021. Nilai tersebut 
lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,021 < 0,05), sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa 
pendelegasian wewenang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Dengan demikian, 
hipotesis yang menyatakan bahwa pendelegasian wewenang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah desa di Kecamatan Beji dapat diterima.

‎ c) ‎Pengujian Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

‎Berdasarkan hasil uji t parsial, variabel pengendalian internal memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,034. Nilai tersebut 
lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (0,034 < 0,05) sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa 
pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Oleh karena itu, hipotesis 
yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di 
Kecamatan Beji dapat diterima.

‎Pembahasan 

‎Pengaruh Inspeksi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

‎Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel inspeksi memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,003 yang lebih kecil dari 
0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa inspeksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. 
Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa inspeksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah desa dapat diterima.

‎Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan inspeksi, maka semakin baik pula kinerja keuangan 
pemerintah desa. Inspeksi yang dilakukan secara rutin mampu memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan 
keuangan desa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, inspeksi juga 
berfungsi untuk mendeteksi kesalahan maupun penyimpangan sejak dini sehingga dapat segera dilakukan tindakan 
perbaikan. Dengan adanya inspeksi yang efektif, aparatur desa akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas serta 
lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan desa. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya 
transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah desa.
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‎Hasil penelitian ini sejalan dengan Agency Theory yang menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai agen memiliki 
kewajiban untuk mengelola dana publik secara bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal [26]. Dalam 
hubungan tersebut, pengawasan diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan serta 
memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

‎Temuan penelitian ini mendukung penelitian [5] dan [6] yang menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan 
secara efektif mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah desa. Kesamaan hasil penelitian 
tersebut menunjukkan bahwa inspeksi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan 
desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan 
inspeksi yang dilakukan, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa.

‎Pengujian Pendelegasian Wewenang Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

‎Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel pendelegasian wewenang memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,021 
yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendelegasian wewenang berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah desa. Dengan demikian, hipotesis kedua dapat diterima.

‎Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas mampu 
meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa. Ketika setiap aparatur desa memahami tugas dan kewenangannya, 
pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai dengan tugas masing-masing. 
Pendelegasian wewenang juga membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan koordinasi 
antaraparatur desa, serta mengurangi ketergantungan terhadap satu pihak dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. 
Kondisi tersebut dapat mendukung terciptanya pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, transparan, dan 
akuntabel. Menurut [8] pendelegasian wewenang merupakan pelimpahan sebagian tugas dan tanggung jawab dari 
atasan kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

‎Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Stewardship Theory yang menjelaskan bahwa aparatur sebagai steward 
cenderung mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi serta berupaya melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi [27]. Dalam konteks pemerintahan desa, 
aparatur desa yang diberikan pembagian wewenang secara jelas diharapkan mampu melaksanakan tugas pengelolaan 
keuangan secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai melalui peningkatan 
kinerja keuangan pemerintah desa.

‎Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian [9] dan [10] yang menyatakan bahwa pendelegasian wewenang 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pembagian 
wewenang yang jelas dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. 
Oleh karena itu, semakin baik penerapan pendelegasian wewenang, maka semakin baik pula kinerja keuangan 
pemerintah desa.

‎Pengujian Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

‎Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel pengendalian internal memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,034 yang 
lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan pemerintah desa. Dengan demikian, hipotesis ketiga dapat diterima.

‎Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal yang baik mampu meningkatkan kinerja 
keuangan pemerintah desa. Melalui sistem pengendalian internal yang efektif, pemerintah desa dapat meminimalkan 
risiko kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, pengendalian internal juga membantu 
memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan 
peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih tertib, transparan, 
akuntabel, dan mampu mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah desa. Pengendalian internal merupakan 
suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, 
efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku [12].

‎Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Agency Theory yang menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai agen memiliki 
tanggung jawab untuk mengelola dana publik dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat sebagai prinsipal 
[26]. Dalam hubungan tersebut, pengendalian internal berperan sebagai mekanisme pengawasan yang membantu 
mengurangi potensi penyimpangan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, serta memastikan bahwa 
pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, penerapan pengendalian 
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internal yang baik dapat mendukung terciptanya kinerja keuangan pemerintah desa yang lebih optimal.

‎Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian [14], [15], serta [16] yang menyatakan bahwa pengendalian internal 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan 
bahwa pengendalian internal merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan 
keuangan desa. Oleh karena itu, semakin baik penerapan pengendalian internal, maka semakin baik pula kinerja 
keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji.

‎V. KESIMPULAN

‎‎ Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa inspeksi, pendelegasian wewenang, dan pengendalian internal 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan inspeksi, semakin jelas pembagian tugas dan wewenang, serta semakin 
efektif penerapan pengendalian internal, maka kinerja keuangan pemerintah desa akan semakin baik. Dengan demikian, 
ketiga faktor tersebut berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, transparan, 
akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‎ Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada pemerintah desa di Kecamatan Beji dan hanya 
mengkaji tiga variabel, yaitu inspeksi, pendelegasian wewenang, dan pengendalian internal, sehingga belum 
menggambarkan seluruh faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah 
desa diharapkan dapat terus meningkatkan pelaksanaan inspeksi, memperjelas pembagian tugas dan wewenang sesuai 
dengan tanggung jawab masing-masing aparatur, serta memperkuat penerapan pengendalian internal agar kinerja 
keuangan pemerintah desa semakin optimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas lokasi penelitian 
serta menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa sehingga diperoleh 
hasil penelitian yang lebih komprehensif.
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